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Dengan ini menyatakan batrwa :
1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk
memperoleh gelar akademik baik di Universitas Muhammadiyatr Surakarta
maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah mumi gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri,
tanpabantuan dari pihak lain, kecuali arahan dari Dosen Pembimbing Skripsi.
3. Dalam kuryu tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau
dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan
sebagai acwut dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan judul
buku aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari
terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya
bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang
telatr saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan



















“Aku mencari segala bentuk rezki, tapi tidak menemukan rezki yang 
lebih baik daripada sabar.” 
(Umar Bin Khattab) 
 
“Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah 
kesabaranmu..” 
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rahmat dan hidayah-Nya serta mengampuni dosa mereka. Amin. Aku selalu 
sayang kepada kalian. 
6. Kakakku yang telah membantu dan memberi semangat selama ini sehingga 
penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. 
7. Seseorang yang telah memberiku semangat, dorongan dan doanya selama ini 
serta telah sabar dalam menunggu dan menemaniku. 
8. Teman-teman dan sahabat-sahabatku yang tidak dapat penulis sebutkan satu 
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kalian semua atas persahabatan dan persaudaraannya. Semoga kalian semua 
selalu diberi kesehatan dan kelancaran oleh Allah SWT. Amin. 
9. Semua pihak yang telah memberi bantuan dalam menyelesaikan penulisan 
skripsi ini, semoga amal kebaikan Bapak/ibu, saudara-saudari yang telah berikan 
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Indonesia adalah negara hukum yang berlandaskan Pancasila dan Undang-
Undang Dasar 1945, yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan semua warga 
negara bersama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan. Pembatasan 
kebebasan hak seorang terlihat pada waktu seseorang itu diduga melakukan suatu 
tindak pidana, dan penegak hukum berwenang membatasi kebebasan mereka, 
yaitu melalui proses penangkapan dan penahanan. Di samping alasan untuk 
dilakukan penahanan, undang-undang juga memberikan saluran hukum bagi 
seseorang untuk ditangguhkan penahanannya dengan menggunakan jaminan (uang 
atau orang) maupun tidak. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui sejauh 
mana pelaksanaan penangguhan penahanan terhadap tersangka atau terdakwa itu 
dapat dilaksanakan dan untuk mengetahui pertimbangan penyidik, jaksa, dan 
hakim dalam memberikan ijin penangguhan penahanan.Metode penulisan skripsi 
ini, dilaksanakan dengan menggunakan metode penelitian deskriptif dengan 
pendekatan penelitian yuridis empiris. Data sekunder maupun data primer 
dikumpulkan  dengan cara studi pustaka dan studi lapangan. Teknik pengumpulan 
data melalui wawancara dan penelitian kepustakaan baik buku-buku, peraturan 
perundang-undangan, tulisan-tulisan, dan dokumen-dokumen yang berhubungan 
dengan penelitian ini. Analisis data menggunakan analisis kualitatif.Berdasarkan 
uraian hasil penelitihan dan analisis data, maka dapat disimpulkan bahwa tata cara 
pelaksanaan penangguhan penahanan terhadap tersangka atau terdakwa diawali 
dengan mengajukan permohonan penangguhan penahanan diajukan secara tertulis 
oleh keluarga tersangka/terdakwa atau penasihat hukum tersangka/terdakwa. 
Permohonan/permintaan penangguhan penahanan dilakukan dengan memasukkan 
jaminan orang dan  jaminan uang. Hambatan-hambatan di dalam pelaksanaan 
penangguhan penahanan adalah mekanisme yang transparansi dan akuntabilitas 
yang tidak jelas seperti halnya kurang transparannya penangguhan penahanan 
dengan jaminan uang karena akuntabilitas dari laporan yang kurang tertib terutama 
terkait dengan jumlah uang penangguhan penahanan yang seharusnya dilaporkan 
dan disetor pada kas kepaniteraan. Tidak adanya perlindungan terhadap hakim 
juga merupakan kelemahan dalam penetapan penangguhan penahanan yang 
mempengaruhi keputusan hakim, meski tidak berakibat pada ketidakadilan dalam 
pengambilan keputusan dari hakim itu sendiri.  
 
